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PALU, MERCUSUAR- Para Kepala
dinas/badan/instansi di jajaran
Pemprov Sulteng yang mengalami
disclaimer dalam pengelolaan
keuangan, diharamkan mengguna-
kan mobil dinas (Mobnas). Pe-
negasan ini dikemukakan Wakil
Gubernur Sulteng, Sudarto, menyi-
kapi buruknya pengeloban keuangan
daerah.

Wagub Sudarto menyatakan, jika
para pejabat SKPD menunjukkan
kinerja buruk dalam mengemban
tugas dan kewenangan, terutama
menyangkut pengelokan keuangan
negara, seharusnya tidak berhak
untuk mendapatkan fasilitas, teru

tama mobnas. Karena menurut
Sudarto, fasilitas tersebut seharusnya
digunakan untuk meningkatkan
kinerja dan prestasi, bukan untuk
sekadar gagah-gagahan.

“Untuk apa naik mobil dinas kalau
tidak mampu menjalankan tugas
dengan baik? Sudah diberikan fasili-
tas kok tidak mampu menjalankan
kewajiban. Lebih baik Kadisnya jaln
kaki saja ke kantor;” tegas Sudarto

.saat menghadiri acara sosialisasi di

Bappeda Sulteng pekan hlu.
Menurut Sudarto, seorang pimpi-
nan SKPD memiliki tanggungjawab
yang cukup besar terutama dalam hal
penggunaan dana untuk program

yang telah disusun. Menjadi seorang
pemimpin seperti Kadis atau Kepala
Biro (Karo), bukan hanya karena
gagah-gagahan saja, tapi benar-benar
harus bisa menjalainkan tugas dan
tanggungjawab yang tekah diberikan.
Selain itu,. harus mampu me-
ngendalikan bawahannya sehingga

“seluruh pekerjaan bisa terlaksana

dengan baik.

Mantan Bupati Banggai
menyatakan, temuan dan penilian
disclaimer dari BPK terhadap
penggunaan anggaran, tidak lepas
dari ketidakpedulian SKPD terkait
dalm hal pelksanaan penggunaan
anggaran. Sehingga, meminta kepada

ini

pimpinan SKPD dan bendahara yang
ada temuan segera melakukan rapat
untuk mencarikan solusi terkait
temuan tersebut agar tidak berlarut
larut dan semakin menumpuk.

Sudarto bahkan menegaskan
bahwa kedepan dirinya tidak mau hgi
mendengar atau mendapati adanya
temuan BPK, terutama pelanggaran
yang menyangkut keuangan.

“Saya nantinya akan selalu me-
lakukan pengecckan dan koordinasi
langsung dengan inspektorat dan
BPK, sehingga pelanggaran-
pelanggaran yang menyangkut
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keiiangan maupun administrasi tidak terjadi
lagi,” tegas Sudarto.

Selaku Wakil Gubernur yang diserahi
kewenangan bidang pengawasan, memiliki
tugas yang cukup berat. Untuk itu, Sudarto

akan membentuk tim pengawasan anggaran

yang terdiri dari Inspektorat, Biro Hukum dan
BPK. Apalagi akhir-akhir ini, banyak temuan dari
BPK yang menyangkut permasalahan
keuangan.

- sambungan dari hal. 1

Dllambahkannya pengawasan yang
dilakukan merupakan upaya agar provinsi
Sulteng bebas dari tindakan korupsi, bersih dan
bisa sejajar dengan provinsi lain yang ada di
Indonesia. i



              






